
 

 

BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 26 TAHUN 2022 

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA  

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana 

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai 

dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

merupakan bahan penyusunan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2023, perlu menetapkan Standar Harga Satuan 

Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 

2023; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

SALINAN 



 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 



 

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah;  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 



 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 192); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 



 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 218); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 11); 

22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2016 Nomor 32); 

23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 50); 

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan 

Aset Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2021 Nomor 72); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 

TAHUN 2023. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.  



 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Klaten. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat 

dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam 

kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7.  Standar Harga Satuan adalah satuan harga barang dan jasa yang 

digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan kerja dan 

anggaran. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah 

Tahun 2023 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. honorarium; 

b. indeks biaya kegiatan; 

c. pemeliharaan; 

d. pengadaan barang dan jasa; 

e. satuan biaya perjalanan dinas; dan 

f. satuan biaya rapat/pertemuan  

pada SKPD dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

 

 

 



 

BAB III 

FUNGSI 

Pasal 3 

(1) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Barang dan Jasa 

berfungsi sebagai : 

a.   batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; 

b.   referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 

c.   bahan penghitungan pagu indikatif APBD. 

(2) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Barang dan Jasa 

berfungsi sebagai : 

a.   batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

pelaksanaan anggaran kegiatan; dan 

b.   estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang 

dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya 

kenaikan harga pasar. 

 

BAB IV 

STANDAR HARGA SATUAN 

Pasal 4 

(1) Standar harga satuan barang dan jasa Pemerintah Daerah meliputi : 

a.   Standar Satuan Harga (SSH); 

b.   Standar Biaya Umum (SBU); 

c.   Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); dan 

d.   Analisis Standar Belanja (ASB). 

(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

(1) Standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf e untuk perjalanan dinas dalam negeri mengacu pada Peraturan 

Bupati tentang Perjalanan Dinas.  

(2) Standar biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas luar negeri 

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran Kementrian 

Negara/Lembaga. 

 



 

Pasal 6 

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan 

untuk menyusun perencanaan kebutuhan barang/jasa dalam Rencana 

Kerja Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2023. 

 

Pasal 7 

Apabila dalam pelaksanaan, terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat 

kebijakan Pemerintah, inflasi dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan 

karena bencana alam, perang dan lain-lain sejenisnya maka Standar Harga 

Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 agar disesuaikan dengan 

harga pasar. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. 

 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal  28 Juni 2022 

 

BUPATI KLATEN,                                

Cap 

  ttd 

       SRI MULYANI  

 

Diundangkan di Klaten  

pada tanggal 28 Juni 2022 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

  Cap 

 ttd 

JAJANG PRIHONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 2624 

Mengesahkan 

Salinan Sesuai dengan Aslinya  

a.n  SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

             Cap 

  ttd 

Sri Rahayu, SH, MHum 

Pembina Tingkat I  

NIP. 19700902 199903 2 001 

 


	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

